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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
2.1. Landasan Teori 
A. Manajemen Sumber Daya Manusia 
1. Pengertian Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) 
Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) merupakan suatu 
perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, pelaksanaan dan 
pengawasan terhadap pengadaan, pengembangan, pemeliharaan, dan 
pemisahan tenaga kerja dalam rangka mencapai tujuan organisasi. 
Manajemen sumber daya manusia adalah sebagai penarikan, seleksi, 
pengembangan, penggunaan dan pemeliharaan sumber daya manusia 
oleh organisasi. (French dalam Soekidjo, 1991). Manajemen sumber 
daya manusia  adalah kebijakan dan praktik menentukan aspek 
“manusia” atau sumber daya manusia dalam posisi manajemen, 
termasuk merekrut, menyaring, melatih, memberi penghargaan, dan 
penilaian. 
Manajemen sumber daya manusia (human resources 
management) berbeda dengan manajemen personalia (personnel 
management). Manajemen sumber daya manusia  menganggap bahwa 
karyawan adalah kekayaan (asset) utama organisasi yang harus 
dikelola dengan baik, jadi MSDM sifatnya lebih strategis bagi 
organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. 
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Sedangkan manajemen personalia menganggap karyawan sebagai 
salah satu faktor produksi yang harus dimanfaatkan secara produktif, 
atau manajemen personalia lebih menekankan pada sistem dan 
prosedur. 
Beberapa pakar MSDM memberikan pandangan yang beragam 
tentang MSDM. Schuler, Dowling, Smart dan Huber (1992: 16), 
menyatakan bahwa: Human resources management (HRM) is the 
recognition of the importance of an organization’s workforce as vital 
human resources contributing to the goals of the organization, and 
the utilization of several functions and activities to ensure that they 
are used effectively and fairly for the benefit of the individual the 
organization, and society. 
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa manajemen sumber 
daya manusia memberikan pengakuan tentang pentingnya tenaga 
kerja organisasi sebagai sumber daya manusia utama yang memberi 
kontribusi bagi pencapaian tujuan-tujuan organisasi serta memberikan 
kepastian bahwa pelaksanaan fungsi dan kegiatan organisasi 
dilaksanakan secara efektif dan adil bagi kepentingan individu, 
organisasi, dan masyarakat. 
Karena pentingnya peran SDM dalam pelaksanaan dan 
pencapaian tujuan organisasi maka pengelolaan sumber daya manusia 
harus memperhatikan beberapa aspek seperti aspek staffing, pelatihan 
dan pengembangan, motivasi dan pemeliharaannya yang secara lebih 
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mendetail dikemukakan oleh De Cenzo and Robbins (1996:8), 
menyatakan bahwa: “human resources management is the part of the 
organization that is concerned with the “people” or human resources 
aspect of management position, including recruiting, screening, 
training, rewarding, and appraising”. 
Karena mengelola SDM merupakan suatu sistem maka 
beberapa aspek yang menjadi perhatian di atas dalam pelaksanaannya 
harus saling bergantung (bersinergi) satu sama lain jangan merupakan 
aktivitas yang berjalan sendiri-sendiri seperti dikemukakan oleh 
Werther and Davis (1996:18), menyatakan bahwa: “Human resources 
management is a system that consists of many interdependent 
activities. This activities do not occur in isolation virtually every one 
affects another human resources activity”. Dan karena setiap 
aktivitas yang bersinergi tersebut merupakan pelaksanaan dari setiap 
keputusan yang diambil maka MSDM itu pada dasarnya merupakan 
integrasi keputusan yang membentuk hubungan antar karyawan. 
Kualitas sinergi mereka memberikan kontribusi terhadap kemampuan 
SDM dan organisasi dalam mencapai tujuan. 
Seperti dikemukakan oleh Milkovich and Boudreau (1997:2), 
mendefinisikan bahwa “human resources management is series of 
integrated decisions that form the employment relationship, their 
quality directly contributes to the ability of the organization and the 
employees to achieve their objectives”. 
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Menurut A.F. Stoner, manajemen sumber daya manusia adalah 
suatu prosedur yang berkelanjutan yang bertujuan untuk memasok 
suatu organisasi atau perusahaan dengan orang-orang yang tepat 
untuk ditempatkan pada posisi dan jabatan yang tepat pada saat 
organisasi memerlukannya. 
Pengertian MSDM menurut Melayu SP. Hasibuan. 
MSDM adalah ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga 
kerja agar efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan 
perusahaan, karyawan dan masyarakat. Menurut Henry Simamora 
MSDM adalah sebagai pendayagunaan, pengembangan, penilaian, 
pemberian balasan jasa dan pengelolaan terhadap individu anggota 
organisasi atau kelompok bekerja. MSDM juga menyangkut desain 
dan implementasi system perencanaan, penyusunan personalia, 
pengembangan karyawan, pengeloaan karir, evaluasi kerja, 
kompensasi karyawan dan hubungan perburuhan yang mulus. 
Sedangkan menurut Achmad S. Rucky MSDM adalah penerapan 
secara tepat dan efektif dalam proses akusis, pendayagunaan, 
pengemebangan dan pemeliharaan personil yang dimiliki sebuah 
organisasi secara efektif untuk mencapai tingkat pendayagunaan 
sumber daya manusia yang optimal oleh organisasi tersebut dalam 
mencapai tujuan-tujuannya. Serta menurut Mutiara S. Panggabean 
MSDM adalah proses yang terdiri dari perencanaan, 
pengorganisasian, pimpinan dan pengendalian kegiatan-kegiatan yang 
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berkaitan dengan analisis pekerjaan, evaluasi pekerjaan, pengadaan, 
pengembangan, kompensasi, promosi dan pemutusan hubungan kerja 
guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 
Dari definisi di atas, menurut Mutiara S. Panggabaean bahwa, 
kegiatan di bidang sumber daya manusia dapat dilihat dari dua sudut 
pandang, yaitu dari sisi pekerjaan dan dari sisi pekerja. 
Dari sisi pekerjaan terdiri dari analisis dan evaluasi pekerjaan. 
Sedangkan dari sisi pekerja meliputi kegiatan-kegiatan pengadaan 
tenaga kerja, penilaian prestasi kerja, pelatihan dan pengembangan, 
promosi, kompensasi dan pemutusan hubungan kerja. 
Secara ringkas pernyataan para pakar di atas pada dasarnya 
menyatakan MSDM itu merupakan penggunaan SDM untuk 
mencapai tujuan organisasi seperti dikemukakan Mondy, Noe and 
Premeaux (1999:4), mengemukakan bahwa “Human resources 
management (HRM) is the utilization of human resources to achieve 
organizational objectives”. Definisi tersebut menyatakan bahwa 
manajemen sumber daya manusia adalah pemanfaatan sumber daya 
manusia untuk mencapai tujuan organisasi. 
Adapun pemanfaatan SDM tersebut harus didasarkan kepada 
program dan kebijakan yang diambil seperti dikemukakan oleh Haris 
(2000:4) menyatakan bahwa “Human resources management as 
programs, policies, and practices for managing an organization’s 
work force”. 
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Pengertian manajemen sumber daya manusia menurut para 
pakar tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa manajemen sumber 
daya manusia adalah serangkaian kegiatan pengelolaan sumber daya 
manusia yang memusatkan kepada praktek dan kebijakan, serta 
fungsi-fungsi manajemen untuk mencapai tujuan organisasi. 
Apapun bentuk serta tujuannya, organisasi dibuat berdasarkan 
berbagai visi untuk kepentingan manusia dan dalam pelaksanaan 
misinya dikelola dan diurus oleh manusia. Jadi, manusia merupakan 
faktor strategis dalam semua kegiatan institusi/organisasi. 
Selanjutnya, MSDM berarti mengatur, mengurus SDM berdasarkan 
visi perusahaan agar tujuan organisasi dapat dicapai secara optimum. 
Karenanya, MSDM juga menjadi bagian dari Ilmu Manajemen 
(Management Science) yang mengacu kepada fungsi manajemen 
dalam pelaksanaan proses-proses perencanaan, pengorganisasian, 
staffing, memimpin dan mengendalikan. 
Sesuai dengan fungsi MSDM yaitu staffing dan personalia 
dalam organisasi, yang mencakup analisis tugas/jabatan, rekrutmen 
dan seleksi calon tenaga kerja, orientasi, pelatihan, pemberian 
imbalan, penilaian dan pengembangan SDM. Karena sebagian atau 
seluruh tugas tentang penempatan personalia yang tepat untuk tugas 
yang tepat, orientasi, pelatihan, pemberian imbalan, promosi, 
pendisiplinan serta penilaian kerja untuk perbaikan kinerja 
merupakan tugas setiap manajer maka scope MSDM mencakup 
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seluruh tugas tentang SDM yang diemban oleh setiap manajer. Dan 
aspek manajemen serta SDM demikian strategis dan demikian 
luasnya, maka MSDM melibatkan banyak aspek, terutama dengan 
faktor-faktor lingkungan internal organisasi (kekuatan dan 
kelemahan) serta lingkungan eksternal (peluang dan ancaman). 
Tantangan manajer masa kini adalah merespons perubahan-
perubahan eksternal agar faktor-faktor lingkungan internal 
perusahaan menjadi kuat dan kompetitif. 
2. Fungsi, Tugas dan Pentingnya Manajemen Sumber Daya 
Manusia 
MSDM memiliki fungsi dan tugas sebagai berikut: 
1). Melakukan persiapan dan seleksi tenaga kerja (preparation and 
selection). 
a). Persiapan 
Dalam proses persiapan dilakukan perencanaan kebutuhan 
akan SDM dengan menentukan berbagai pekerjaan yang 
mungkin timbul. Yang dapat dilakukan adalah dengan 
melakukan perkiraan/forecast akan pekerjaan yang lowong, 
jumlahnya, waktu, dan lain sebagainya. Ada dua faktor yang 
perlu diperhatikan dalam melakukan persiapan, yaitu faktor 
internal seperti jumlah kebutuhan karyawan baru, struktur 
organisasi, departemen yang ada, dan lain-lain. Faktor 
16 
 
 
 
eksternal seperti hukum ketenagakerjaan, kondisi pasa 
tenaga kerja, dan lain sebagainya. 
b). Rekrutmen tenaga kerja 
Rekrutmen adalah suatu proses untuk mencari calon atau 
kandidat pegawai, karyawan, buruh, manajer, atau tenaga 
kerja baru untuk memenuhi kebutuhan SDM oraganisasi 
atau perusahaan. Dalam tahapan ini diperlukan analisis 
jabatan yang ada untuk membuat deskripsi pekerjaan  dan 
juga spesifikasi pekerjaan. 
c). Seleksi tenaga kerja 
Seleksi tenaga kerja adalah suatu proses menemukan tenaga 
kerja yang tepat dari sekian banyak kandidat atau calon yang 
ada. Tahap awal yang perlu dilakukan setelah menerima 
berkas lamaran adalah melihat daftar riwayat 
hidup/Curriculum Vittae (CV) milik pelamar. Kemudian dari 
CV pelamar dilakukan penyortiran antara pelamar yang akan 
dipanggil dengan yang gagal memenuhi standar suatu 
pekerjaan. Lalu berikutnya adalah memanggil kandidat 
terpilih untuk dilakukan ujian tes tertulis, wawancara 
kerja/interview dan proses seleksi lainnya. 
 
2). Pengembangan dan evaluasi karyawan (development and 
evaluation) 
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Tenaga kerja yang bekerja pada organisasi atau perusahaan 
harus menguasai pekerjaan yang menjadi tugas dan 
tanggungjawabnya. Untuk itu diperlukan suatu pembekalan agar 
tenaga kerja yang ada dapat lebih menguasai dan ahli di 
bidangnya masing-masing serta meningkatkan kinerja yang ada. 
Dengan begitu proses pengembangan dan evaluasi karyawan 
menjadi sangat penting mulai dari karyawan pada tingkat rendah 
maupun yang tinggi. 
3). Memberikan kompensasi dan proteksi pada pegawai 
(compensation and protection) 
Kompensasi adalah imbalan atas kontribusi kerja pegawai 
secara teratur dari organisasi atau perusahaan. Kompensasi yang 
tepat sangat penting dan disesuaikan dengan kondisi pasar tenaga 
kerja yang ada pada lingkungan eksternal. Kompensasi yang 
tidak sesuai dengan kondisi yang ada dapat menyebabkan 
masalah ketenaga kerjaan di kemudian hari atau pun dapat 
menimbulkan kerugian pada organisasi atau perusahaan. Proteksi 
juga perlu diberikan kepada pekerja agar dapat melaksanakan 
pekerjaannya dengan tenang sehingga kinerja dan kontribusi 
perkerja tersebut dapat tetap maksimal dari waktu ke waktu. 
 
B. Produktivitas Kerja 
1. Pengertian Produktivitas Kerja  
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Produktivitas mengandung arti sebagai  perbandingan antara 
hasil yang dicapai (output) dengan keseluruhan sumber daya yang 
digunakan (input) (Simanjuntak, 1998).  
Dengan kata lain bahwa produktivitas dua dimensi, yaitu:  
a). Dimensi pertama adalah efektivitas yang mengarah pada 
pencapaian untuk kerja yang maksimal, yaitu pencapaian target 
yang berkaitan dengan kualitas, kuantitas dan waktu.  
b). Dimensi kedua adalah efesiensi yang berkaitan dengan upaya 
membandingkan input dengan realisasi penggunaannya atau 
bagaimana pekerjaan tersebut dilaksanakan 
Pendapat Handoko (2003), “Produktivitas dapat didefinisikan 
sebagai hubungan masukan-masukan dan keluaran-keluaran suatu 
sistem produksi”.  
Menurut Swasta dan Sukotjo (2003), “Produktivitas adalah 
sebuah konsepsi yang menggambarkan hubungan antara hasil (jumlah 
barang dan jasa yang diproduksi) dengan sumber (jumlah tenaga 
kerja, modal, tanah, energi dan sebagainya) yang dipakai untuk 
menghasilkan hasil tersebut”. 
Menurut Atmosoeprapto (2000), produktivitas dapat diartikan 
sebagai suatu ukuran sejauh mana sumber-sumber daya digabungkan 
dan dipergunakan dengan baik dapat mewujudkan hasil-hasil tertentu 
yang diinginkan. Produktivitas pada dasarnya adalah sikap mental 
terhadap kemajuan dan kehidupan. Didalam industri telah lama 
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disadari bahwa produktivitas adalah alat untuk meningkatkan daya 
kompetisi dan keuntungan. Sedangkan menurut Gomes (2003) 
produktivitas merupakan fungsi perkalian dari usaha pegawai (effort), 
yang didukung dengan motivasi yang tinggi, kemampuan pegawai 
(ability), yang diperoleh melalui latihan-latihan. 
Menurut Kussriyanto (1993), secara umum produktivitas 
diartikan sebagai hubungan antara hasil nyata maupun fisik (barang-
barang atau jasa) dengan masukan yang sebenarnya. Produktivitas 
juga diartikan sebagai tingkatan efisiensi dalam memproduksi 
barang-barang atau jasa-jasa. Produktivitas dapat diartikan sebagai 
perbandingan antar hasil yang dicapai dengan peran serta tenaga kerja 
per satuan waktu, biasanya per orang. Selanjutnya Menurut Siagian 
(2002), menjelaskan ketiga faktor yang mempengaruhi kualitas 
tenaga kerja disebut sebagai perilaku produktif yang merupakan suatu 
gabungan yang rumit tetapi jelas wujudnya dari karakteristik pribadi 
dan pengorganisasian seseorang. Produktivitas kerja karyawan sendiri 
dapat dilihat dari perilaku kerja, dedikasi, disiplin, loyalitas, kerja 
sama dan kematangan karyawan 
Dari beberapa pendapat diatas, maka dapat diambil 
kesimpulan bahwa produktivitas adalah perbandingan antara hasil 
yang dicapai dengan keseluruhan sumber daya yang ada agar lebih 
efektif dan efisien. 
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2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Produktivitas Kerja 
Produktivitas kerja adalah merupakan gejala dari prestasi 
karyawan, dimana jika karyawan tersebut produktif, maka dapat 
dikatakan bahwa karyawan tersebut berprestasi. Hal tersebut 
berkaitan dengan tujuan perusahaan yaitu untuk meningkatkan 
produktivitas kerja guna menjaga kelangsungan hidupnya. Banyak 
faktor yang mempengaruhi produktivitas karyawan, baik berasal dari 
diri karyawan itu sendiri maupun yang datang dari lingkungan tempat 
kerjanya.  
Menurut Gomes (2002) dalam Ambar Teguh Sulistiyani & 
Rosidah (2003) menyatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi 
produktivitas kerja adalah sebagai berikut: 
a). Knowledge 
Pengetahuan merupakan akumulasi hasil proses pendidikan baik 
yang diperoleh secara formal maupun non formal yang 
memberikan kontribusi pada seseorang di dalam pemecahan 
masalah termasuk dalam melakukan atau menyelesaikan 
pekerjaan. 
Menurut Kusnanto (2007:61), pengetahuan (knowledge) yang 
dimiliki oleh karyawan dalam hal pemahaman akan konsep-
konsep dan teori-teori dari bidang keilmuan yang diperlukan 
dalam  melaksanakan tugas-tugas di perusahaan sesuai dengan 
bidang tugas dan operasionalnya, baik yang diperoleh melalui 
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pendidikan formal maupun pendidikan informal yang 
dilaksanakan oleh perusahaan dalam membekali karyawannya. 
Pengetahuan yang dimiliki oleh karyawan diukur melalui 
kemampuan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terkait 
dengan  pelaksanaan tugas pekerjaan (job discription). Adapun 
indikator dari pengetahuan (knowledge) meliputi mengikuti 
perkembangan ilmu sesuai bidang tugasnya dan menyampaikan 
ide secara efektif baik dalam situasi individual atau kelompok. 
b). Skill  
Adalah kemampuan dan penguasaan teknis operasional mengenai  
bidang tertentu, yang bersifat  kekaryaan. Keterampilan berkaitan  
dengan kemampuan seseorang untuk melakukan atau 
menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang bersifat teknis seperti 
keterampilan bengkel.  
Menurut Kusnanto (2007:62), keterampilan atau keahlian (skill)  
yang dimiliki oleh seorang karyawan dalam melaksanakan dan 
menyelesaikan tugas pekerjaannya. Keterampilan atau keahlian  
(skill) tersebut dalam mempergunakan atau mengoperasikan 
berbagai sarana yang ada baik  hardware  maupun yang bersifat 
aplikatif  software. Adapun  indikator  dari keterampilan atau 
keahlian  (skill)  meliputi tidak ditemukan kesalahan pada hasil 
kerjanya dan volume yang dikerjakan sesuai dengan standar 
bahkan melebihi. 
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c). Abilities  
Kemampuan terbentuk dari sejumlah kompetensi yang dimiliki 
oleh seorang karyawan. Pengetahuan dan keterampilan termasuk 
faktor pembentuk kemampuan. Jadi apabila seseorang 
mempunyai pengetahuan dan keterampilan yang tinggi, 
diharapkan memiliki ability yang tinggi.  
Menurut Kusnanto (2007:62), kemampuan (ability) yang dimiliki 
oleh seorang karyawan dalam melaksanakan dan menyelesaikan 
tugas pekerjaannya. Kemampuan (ability) tersebut dapat 
menunjang kelancaran dan efektifitas dalam menyelesaian tugas 
dan tanggung jawabnya serta inisiatif untuk melaksanakan 
pengembangan dan upaya penyempurnaan. Adapun  item dari 
kemampuan  (ability) meliputi melakukan usaha yang aktif untuk  
pencapaian sasaran kinerja dan mampu menggunakan berbagai 
alat penunjang dalam proses penyelesaian tugas sesuai 
bidangnya. 
d). Attitudes and Behaviour  
Sangat erat hubungan antara kebiasaan dan perilaku. Attitude 
merupakan suatu kebiasaan yang terpolakan. Jika kebiasaan yang 
terpolakan tersebut memiliki implikasi positif dalam 
hubungannya dengan perilaku kerja seseorang maka akan 
menguntungkan dalam artian apabila kebiasaan-kebiasaan  
karyawan baik, maka hal tersebut dapat menjamin perilaku kerja 
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yang baik. Dengan kondisi karyawan seperti ini, maka 
produktivitas dapat dipastikan dapat terwujud.  
Menurut Kusnanto (2007:63), sikap mental (attitude) merupakan 
sikap positif dari karyawan dalam keseharian dalam memelihara 
dan menjunjung norma-norma sosial, etika, dan organisasi dalam 
menjalankan aktifitas bisnis baik di lingkungan internal maupun 
eksternal. Adapun  item dari sikap mental (attitude) meliputi 
menunjukkan kedisiplinan yang tinggi, integritas dengan 
loyalitasnya dapat diandalkan, menjadi panutan bagi karyawan 
yang lain dan menunjukkan tanggung jawab pribadi terhadap 
setiap penugasan yang diberikan. Sedangkan perilaku (behaviour) 
merupakan tingkah laku atau akhlak dari karyawan secara  umum 
dalam beraktivitas.  
Hal lain yang berhubungan dengan perilaku (behaviour) sangat 
tergantung dari sumber daya manusia itu sendiri. Selanjutnya 
indikator dari perilaku (behaviour) meliputi perilaku (behaviour) 
terpuji (positif) dan perilaku (behaviour) tercela (negatif).   
3. Pengukuran Produktivitas Kerja  
  Produktivitas kerja karyawan memiliki pengaruh pada tujuan 
yang ingin dicapai oleh perusahaan. Maka dari  itu setiap perusahaan 
harus melakukan pengukuran pada produktivitas kerja karyawan. 
Menurut Dharma (1995) untuk dapat mengevaluasi para karyawan 
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secara objektif dan akurat kita harus mampu mengukur tingkat 
produktivitas kerja mereka. 
Tentang pengukuran produktivitas kerja, Dharma (1995) 
berpendapat bahwa cara pengukuran produktivitas kerja perlu 
mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:  
a). Kuantitas, yaitu jumlah yang harus diselesaikan  
Pengukuran kuantitatif melibatkan perhitungan dari proses atau 
pelaksanaan kegiatan. Hal ini berkaitan dengan jumlah keluaran 
(output) yang dihasilkan.  
b). Kualitas, yaitu mutu yang dihasilkan  
Pengukuran kualitatif keluaran (output) menceriminkan “tingkat 
kepuasan”, yaitu seberapa baik penyelesaian dari suatu 
pekerjaan.  
c). Ketepatan waktu, yaitu sesuai tidaknya dengan waktu yang telah 
direncanakan  
Pengukuran ketepatan waktu merupakan jenis khusus dari 
pengukuran kuantitatif yang menentukan ketepatan waktu 
penyelesaian suatu kegiatan. 
Menurut Sedarmayanti (2001), untuk mengetahui tingkat 
produktivitas kerja karyawan dapat dilakukan melalui pengukuran 
terhadap indikator-indikator produktivitas yang meliputi perilaku 
kerja, minat, pengalaman, prestasi kerja, tanggung jawab dan 
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motivasi. Sedangkan menurut Ravianto (1990), faktor-faktor penentu 
produktivitas yaitu : 
a). Interaksi yang terjadi dilingkungan pekerjaan antara tenaga kerja 
dengan tenaga kerja lain, atasan maupun bawahan. 
b). Masukan tanda (signal input) yaitu program kerja, prosedur 
kerja, tugas-tugas yang harus dilakukan sesuai dengan 
kemampuan tenaga kerja. 
c). Komponen-komponen dalam tenaga kerja yang saling 
berinteraksi. Komponen tersebut adalah perangkat nilai (value 
system), sikap, kepribadian, persepsi dan motivasi akan 
mempengaruhi tinggi rendahnya produktivitas. 
Menurut Balai Pengembangan Produktivitas Daerah didalam 
Umar (2005),terdapat enam faktor yang menentukan produktivitas 
tenaga kerja, yaitu: 
a. Sikap kerja. 
b. Tingkat keterampilan. 
c. Hubungan antara tenaga kerja dan pimpinan. 
d. Manajemen produktivitas. 
e. Efisiensi tenaga kerja. 
f. Kewiraswastaan. 
Sedangkan menurut Ravianto (1990), ada beberapa cara yang 
dapat dilakukan untuk meningkatkan produktivitas sebagai berikut : 
a. Peningkatan pendidikan dan pelatihan. 
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b. Perbaikan penghasilan dan sistem pengupahan yang dapat 
menjamin perbaikan gizi dan kesehatan. 
c. Pemilihan teknologi dan sarana-sarana pelengkap untuk 
berproduksi. 
d. Kemampuan peningkatan manajerial pimpinan. 
e. Pemberian kesempatan baik untuk bekerja dalam pekerjaan yang 
sesuai dengan pendidikan dan keterampilan seseorang maupun 
kesempatan untuk dapat mengembangkan kemampuan melalui 
jabatan-jabatan baru. 
  
C. Pelatihan dan Pendidikan Pegawai 
1. Pengertian Pelatihan dan Pendidikan 
  Untuk meningkatkan kualitas pegawai negeri sipil sebagai 
abdi masyarakat, Negara dan bangsa sangat perlu dilakukan 
pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan Pelatihan jabatan Pegawai 
Negeri Sipil (PNS) yang selanjutnya disebut diklat adalah proses 
belajar mengajar guna meningkatkan kompetensi PNS. 
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang 
Sistem Pendidikan Nasional menjelaskan bahwa Pendidikan adalah 
usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan 
proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan 
potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual agama, 
pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 
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keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan 
Negara. 
Pendidikan menurut Wijaya (1995:75) dimaksudkan untuk 
membina kemampuan atau mengembangkan kemampuan berfikir 
para pegawai, meningkatkan kemampuan mengeluarkan gagasan-
gagasan para pegawai sehingga mereka dapat menunaikan tugas dan 
kewajibannya dengan sebaik-baiknya. 
Sedangkan yang dimaksud dengan pelatihan adalah: upaya 
untuk mentransfer keterampilan dan pengetahuan kepada para peserta 
pelatihan sedemikian rupa sehingga para peserta menerima dan 
melakukan pelatihan pada saat melaksanakan pekerjaan (Revida 
2007:94). 
Hamanik (2000:10) menjelaskan pelatihan adalah suatu proses 
yang meliputi serangkaian tindakan yang dilaksanakan dengan 
sengaja dalam bentuk pemberian bantuan kepada tenaga kerja yang 
diberikan oleh tenaga professional kepelatihan dalam suatu waktu 
yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan kerja peserta dalam 
bidang pekerjaan tertentu guna meningkatkan efektifitas dan 
produktivitas dalam suatu organisasi. 
Sementara itu pengertian pelatihan menurut Keputusan 
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 01/Kep/M. 
Pan/2001 adalah proses pembelajaran yang lebih menekankan pada 
praktek daripada teori yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok 
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orang dengan menggunakan pendekatan pelatihan untuk orang dan 
bertujuan untuk meningkatkan dalam satu atau beberapa jenis 
keterampilan tertentu. 
Pendidikan dan pelatihan menurut Notoadmodjo (2003:28) 
adalah merupakan upaya untuk mengembangkan sumber daya 
manusia, terutama untuk mengembangkan kemampuan intelektual 
dan keterampilan manusia.  
Menurut Pasal 1, Peraturan Pemerintah Nomor. 101 Tahun 
2000 disebutkan bahwa Pendidikan dan latihan adalah proses 
penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka menigkatkan 
kemampuan Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan jabatannya. 
Pengelolaan diklat adalah merupakan proses kegiatan berupa 
perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian monitoring 
dan evaluasi guna meningkatkan kompetensi/kemampuan PNS dalam 
suatu jabatan untuk menyelenggraan pemerintahan dan pembangunan 
secara efektif dan efesien.   
2. Tujuan Pendidikan dan Pelatihan  
Menurut Wursanto (1989:60) secara umum tujuan lain dari 
pendidikan dan pelatihan, yaitu:  
a) Menambah pengetahuan pegawai 
b) Meningkatkan pengabdian, mutu, keahlian dan keterampilan 
pegawai. 
c) Mengubah dan membentuk sikap pegawai 
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d) Mengembangkan keahlian pegawai sehingga pekerjaan  dapat 
dilaksanakan dengan cepat. 
e) Mengembangkan semangat, kemauan dan kesenagan kerja 
pegawai. 
f) Mempermudah pengawasan terhadap pegawai. 
g) Mempertinggi stabilitas pegawai.  
Sedangkan menurut Hamalik (2001:12) menjelaskan Diklat 
mempunyai tujuan tertentu ialah untuk meningkatkan kemampuan 
kerja peserta yang menimbulkan perubahan perilaku aspek-aspek 
kognitif (pengetahuan), keterampilan dan sikap. 
Selanjutnya tujuan Pendidikan dan Pelatihan sesuai dengan 
ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 menjelaskan 
bahwa Diklat  bertujuan:  
a) Meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan dan sikap 
untuk dapat melaksanakan tugas jabatan secara profesional 
dengan dilandasi keperibadian dan etika PNS sesuai dengan 
kebutuhan instansi. 
b) Menciptakan  aparatur yang mampu berperan sebagai pembaharu 
dan perekat persatuan dan kesatuan bangsa. 
c) Memantapkan sikap dan semangat pengabdian yang berorientasi 
pada pelayanan, pengayoman, dan pemberdayaan masyarakat.  
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d) Menciptakan kesamaan visi dan dinamika pola pikir  dalam 
melaksanakan tugas pemerintahan umum dan pembangunan demi 
mewujudkan pemerintahan yang baik.  
Secara umum tujuan Diklat adalah untuk membentuk 
wawasan, kebangsaan, keperibadian, dan etika PNS serta 
memberikan pegetahuan dasar tentang sistem penyelenggaraan 
pemerintahan Negara dan yang menyangkut bidang tugas serta 
budaya organisasi pemerintahan agar mampu melaksanakan tugas 
jabatan PNS (Revida 2007:117). 
3. Manfaat Pendidikan dan Pelatihan 
Adapun 5 manfaat dan dampak yang diharapkan dari 
penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan menurut Sastrohadiwiryo 
(2002:198) antara lain:  
a) Peningkatan keahlian kerja, yaitu para tenaga kerja menjadi 
memiliki motivasi untuk meningkatkan kualitas dalam bekerja 
dengan produktivitasnya. 
b) Pengurangan keterlambatan kerja, yaitu pengurangan tenaga kerja 
seperti sakit, macet, dan keperluan keluarga yang tidak dapat 
diganggu dapat diminimalisasi, karena pemimpin mengutamakan 
pegawai yang bersangkutan untuk mengikuti pendidikan dan 
pelatihan. 
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c) Pengurangan timbulnya kecelakaan dalam bekerja, yaitu timbulnya 
kelalaian dalam bekerja biasanya disebabkan karena kelalaian 
pegawai saat bekerja. 
d) Peningkatan produktivitas kerja, yaitu dengan adanya pendidikan 
dan pelatihan maka diharapkan pegawai akan lebih semangat 
sehingga dapat memahami kondisi pekerjaannya.  
e) Peningkatan rasa tanggungjawab, yaitu menuntut tanggungjawab 
yang besar sehingga pegawai menghargai setiap tugas yang 
diberikan yang juga dipengaruhi pemberian dan pembekalan 
melalui pendidikan dan pelatihan. 
4. Jenis dan Jenjang Pendidikan dan Pelatihan.  
Sastrohadiwiryo (2002:204) menyatakan bahwa garis besar 
pendidikan dan pelatihan terbagi dua yaitu menurut “sifat dan 
sasaran”. Menurut sifatnya pendidikan dapat dibedakan menjadi 4 
jenis yaitu:  
a) Pendidikan umum  
Pendidikan yang dilaksanakan diluar sekolah, bak diselenggarakan 
oleh pemerintah maupun swasta dengan bertujuan mempersiapkan 
dan mengusahakan para peserta pendidikan memperoleh 
pengetahuan umum.  
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b) Pendidikan Kejuruan   
Pendidikan yang direncanakan untuk mempersiapkan para peserta 
suatu pendidikan khusus dan melaksanakan pekerjaan sesuai 
dengan bidang kejuruannya. 
c) Pelatihan keahlian  
Bagian dari pendidikan yang memberikan pengetahuan dan 
keterampilan yang disyaratkan untuk mahir dalam melaksanakan 
suatu pekerjaan.  
d) Pelatihan kejuruan  
Bagian dari pendidikan yang memberikan pengetahuan dan 
keterampilan khusus yang disyaratkan untuk melaksanakan suatu 
pekerjaan yang pada umumnya bertaraf lebih rendah daripada 
pelatihan keahlian. 
5.  Dasar Pelaksanaan Diklat 
1) UU No. 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok kepegawaian; 
2) UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 
3) PP No. 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan 
PNS sebagai pengganti PP No. 14 Tahun 1994; 
4) PP No 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan 
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 
5) Permendagri 31 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan 
Diklat di Lingkungan Depdagri dan Pemda; 
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6) SE Mendagri No. 890/3149/SJ tentang Diklat Peningkatan 
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah; 
7) Keputusan Kepala LAN No.1 Tahun 2003 tentang Pedoman 
Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan 
I dan II; 
8) Keputusan Kepala LAN No. 2 Tahun 2003 tentang Pedoman 
Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan 
III; 
9) Keputusan Kepala LAN No. 1 Tahun 2004 tentang Pedoman 
Seleksi Calon Peserta Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan 
(DIKLATPIM) Tingkat I, II, III dan IV. 
6. Jenis Diklat 
1) Diklat Prajabatan 
Prosedurnya: 
a. Badan Kepegawaian Daerah (UPT) membuat surat edaran ke 
Dinas/Instansi untuk meminta data calon PNS yang belum 
prajabatan. 
b. Pimpinan Unit Kerja melaporkan kepada Bupati tentang 
adanya CPNS yang belum mengikuti prajabatan baik 
golongan I, II dan III. 
c. Unit Pelaksana Teknis menghimpun daftar calon peserta lalu 
menyusun proposal dan ijin penyelenggaraan Diklat 
Prajabatan ke Badan Diklat Propinsi Jateng. 
34 
 
 
 
d. Badan Diklat Propinsi menerbitkan ijin penyelenggaraan 
disertai dengan kurikulum dan susunan daftar tenaga 
pengajar. 
e. Unit Pelaksana Teknis menyelenggarakan Diklat dan 
melaporkan penyelenggaraan sebagai dasar penentuan 
kelulusan peserta. 
f. Badan Diklat Propinsi menerbitkan Surat Tanda Lulus 
Pendidikan dan Pelatihan. 
2) Diklat Dalam Jabatan 
a. Diklat Kader 
Prosedurnya: 
1). Bupati (BKD) menerima surat edaran dari Perguruan 
Tinggi tentang Penerimaan Mahasiswa tugas belajar baik 
biaya tanggungan instansi pengirim maupun biaya dari 
lembaga pemerintah. 
2). BKD membuat edaran kepada Unit Kerja/Instansi sesuai 
dengan program yang ditawarkan. 
3). Unit Kerja/Instansi mendaftarkan calon peserta melalui 
Bupati. 
4). BKD (UPT Diklat) meneliti berkas persyaratan dan yang 
memenuhi syarat didaftarkan kepada Perguruan 
Tinggi/lembaga yang menawarkan program tersebut. 
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b. Diklat Kepemimpinan 
Seleksi Diklat Kepemimpinan: 
1). UPT menginventarisir pejabat struktural yang belum 
lulus seleksi diklat kepemimpinan sesuai dengan 
tingkatan eselonering. 
2). UPT mengirimkan daftar calon peserta diklat 
kepemimpinan kepada Badan Diklat Propinsi Jateng. 
3). Penyelenggaraan seleksi oleh Departemen Dalam Negeri 
dengan di fasilitasi oleh Pemerintah Propinsi (Badan 
Diklat) 
4). Departemen Dalam Negeri mengumumkan kelulusan 
peserta Diklat Kepemimpinan melalui Pemerintah 
Propinsi dan Propinsi memberitahukan kepada 
Kabupaten/Kota. 
c. Diklat yang Dilaksanakan Sendiri di Kabupaten/Kota 
Prosedurnya: 
1). Kabupaten/Kota (UPT) menyusun proposal dan 
mengajukan ijin Penyelenggaraan Diklat di Daerah 
kepada Badan Diklat Propinsi Jawa Tengah. 
2). Badan Diklat Propinsi menerbitkan ijin penyelenggaraan 
disertai dengan kurikulum dan susunan daftar tenaga 
pengajar; 
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3). UPT menyelenggarakan Diklat dan melaporkan 
penyelenggaraan sebagai dasar penentuan lulus peserta; 
4). Bupati menerbitkan Surat Tanda Lulus Pendidikan dan 
Pelatihan. 
d. Pengiriman Peserta Diklat ke Badan Diklat/Kab. Lain 
Prosedurnya: 
1). UPT menerima surat edaran / permintaan mengirim 
peserta diklat kepemimpinan; 
2). UPT mengirim peserta berdasarkan persetujuan Bupati 
3). UPT membuatkan surat tugas mengikuti Diklat 
Kepemimpinan. 
e. Pengiriman Rakor Raker 
Prosedurnya: 
1). UPT menerima surat edaran/permintaan mengirim 
peserta Rakor/Raker. 
2). Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait peserta 
diklat. 
3). UPT mengirim peserta berdasarkan persetujuan Bupati. 
4). UPT membuatkan surat tugas mengikuti diklat. 
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2.2. Penelitian Terdahulu 
Penelitian mengenai Pendidikan dan Pelatihan dan Kualitas 
Pelayanan telah diteliti oleh beberapa peneliti, diantaranya adalah sebagai 
berikut: 
Tabel 2.1 
Ringkasan Penelitian Terdahulu 
No Peneliti & 
Tahun  
 
Judul 
 
Variabel 
Metode 
Penelitian 
 
Hasil Penelitian 
1 Syahiruddin  Pengaruh 
Pelaksanaan 
Pendidikan dan 
Pelatihan 
Struktural 
Terhadap Perilaku 
Birokrat dalam 
Melaksanakan 
Tugas di 
Pemerintahan 
Aceh 
Pendidikan dan 
pelatihan 
Struktural (X) 
Perilaku 
Birokrat (Y) 
  
 
Deskriptif 
Korelasional 
 Materi pendidikan dan pelatihan 
cukup relevan dengan tugas-tugas 
pemerintah. 
 Pengajar cukup memiliki kualitas 
sebagai pengajar yang handal. 
 Metode diklat sesuai dengan yang 
diiinginkan. 
 Fasilitas yang tersedia cukup 
memadai. 
 Pelaksana/Penyelenggara telah 
melakukan tugasnya dengan baik. 
 
2 Ria Noviana 
(2007) 
Pengaruh 
Pelatihan 
Terhadap 
Produktivitas 
Kerja Karyawan 
(Studi Pada CV. 
Robi Motor 
Tanjung Tabalong 
–Kalimantan 
Selatan)  
 
Pelatihan (X1), 
pelatih (X2) dan 
metode 
pelatihan (X3) 
dan  
produktivitas 
kerja  
karyawan (Y) 
Regresi Linear 
Berganda 
 Variabel pelatihan yang terdiri 
atas materi pelatihan (X1), pelatih 
(X2) dan metode pelatihan (X3) 
secara bersama-sama (simultan) 
memiliki pengaruh yang 
signifikan terhadap produktivitas 
kerja karyawan (Y) 
 Secara parsial variabel pelatihan 
yang terdiri atas materi pelatihan 
(X1),  pelatih (X2) dan metode 
pelatihan (X3) berpengaruh positif 
atau berpengaruh signifikan 
terhadap produktivitas kerja 
 variabel yang paling dominan atau 
memiliki pengaruh paling besar 
terhadap variabel produktivitas 
kerja karyawan (Y) dengan nilai 
beta terbesar, yaitu 0,459. 
3 Marta Monroza 
Siagian (2010) 
Pengaruh 
Pendidikan dan 
Pelatihan 
Terhadap Kinerja 
Pegawai Negeri 
Sipil Dinas Sosial 
dan Tenaga Kerja 
Kota Medan 
Pendidikan dan 
Pelatihan (X) 
Kinerja (Y) 
Korelasi 
Product 
Moment 
 pendidikan dan pelatihan 
mempunyai pengaruh yang positif 
terhadap kinerja pegawai dan 
pengaruhnya berada pada kategori 
sedang, hasil perhitungan 
koefisien korelasi product moment  
sebesar 5,6. 
 Adapun  besarnya pengaruh antara 
variabel X ( pendidikan dan 
pelatihan) terhadap variabel Y ( 
kinerja pegawai ) adalah sebesar 
31,36%. 
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2.3. Kerangka Pemikiran Teoritis 
Salah satu tujuan lembaga pemerintahan adalah untuk mencapai 
produktivitas kerja yang optimal. Dengan meningkatnya produktivitas 
kerja pegawai maka lembaga tersebut akan mendapatkan manfaat yang 
lebih yaitu meningkatnya efektif dan efisiensi kerja, kualitas kerja dari para 
pegawainya dan juga penyelesaian pekerjaan yang lebih tepat waktu. 
Setiap pegawai dalam suatu lembaga pemerintahan diharapkan dapat 
bekerja secara efektif dan efisien, baik dari segi kualitas maupun 
kuantitasnya. Untuk meningkatkan kemampuan pegawai tersebut, dalam 
suatu lembaga pemerintahan perlu dilakukan pelatihan. Pelatihan yang 
diberikan kepada para pegawai pada dasarnya bertujuan untuk 
memperbaiki, mempertahankan dan meningkatkan kinerja pegawai itu 
sendiri. 
Produktivitas timbul apabila mendapat pengaruh dari atasannya yang 
dapat berupa pemberian pelatihan kepada para bawahannya, adanya 
pengakuan yang jujur dan lain-lainnya. Cara atau bentuk pemberian 
pelatihan agar pegawai mempunyai produktivitas kerja yang tinggi dapat 
berupa materi pelatihan, pelatih dan metode pelatihan. Hal ini akan 
memberikan produktivitas yang tinggi bagi pegawai dalam mengemban 
tugas yang diberikan (Dharma, 1995).  
Dengan adanya pelatihan yang dilakukan, maka diharapkan pegawai 
dapat meningkatkan keahlian, pengetahuan guna memperlancar tugas yang 
diberikan kepadanya dalam rangka mencapai tujuan lembaga pemerintahan 
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tersebut. Oleh karena itu untuk mencapai produktivitas kerja optimal yang 
merupakan salah satu tujuan sebuah lembaga pemerintahan, maka salah 
satu cara yang perlu ditempuh oleh lembaga tersebut adalah dengan 
melaksanakan pelatihan terhadap para pegawainya. 
Rendahnya tingkat kualitas SDM dan keprofesionalan berpengaruh 
pada kecakapan pegawai pemerintah dalam melakukan pelayanan. Untuk 
meningkatkan SDM dan keprofesionalan itu BKD Kabupaten Jepara 
memberikan kesempatan seluas–luasnya untuk menambah kecakapan 
sumber daya manusia yang ada melalui diklat dan melanjutkan pendidikan 
ke jenjang yang lebih tinggi. Selain peningkatan kecakapan teknis sumber 
dan peningkatan keprofesionalan sumber daya manusia yang ada Kantor 
BKD Kabupaten Jepara juga melakukan pembinaan bagi pegawainya 
untuk peningkatan attitude atau perilaku dalam melakukan pelayanan. 
Pelatihan dimaksudkan untuk mengkoreksi kekurangan-kekurangan 
kinerja yang berkenaan dengan ketidakcocokan antara perilaku aktual 
dengan perilaku yang diharapkan. Perilaku aktual yang dimiliki pegawai 
seperti pengetahuan, keterampilan, atau sikap atau semangat kerja yang 
ada pada pegawai (motivasi) yang dibutuhkan untuk menangani suatu 
pekerjaan yang ada saat ini belum sesuai dengan kompetensi yang 
dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Perbedaan ini 
menimbulkan kesenjangan kompetensi yang jika tidak segera diatasi akan 
menurunkan produktivitas lembaga tersebut. Ketika produktivitas lembaga 
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tersebut rendah, maka tingkat pelayanan terhadap publik juga akan 
menurun. 
 Dengan adanya pelatihan tersebut, pegawai sebagai sumber daya 
manusia yang menjadi faktor utama dalam mencapai tujuan diharapkan 
menjadi seorang yang profesional dalam menjalankan tugas mereka sehari-
hari. Profesionalisme ini ditunjukkan oleh kinerja para pegawai itu sendiri. 
Untuk mengetahui pengaruh pendidikan dan pelatihan terhadap 
Produktivitas Kerja Pegawai maka dibuatlah suatu kerangka pemikiran. 
Pendidikan dan pelatihan sebagai variabel bebas (variabel independen), 
sedangkan Produktivitas Kerja Pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah 
Kabupaten Jepara adalah variabel terikat (variabel dependen), maka 
pengaruh dari variabel terikat dan variabel bebas tersebut digambarkan 
dalam kerangka pemikiran sebagai berikut: 
Gambar 2.1 
Kerangka Pemikiran Teoritis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pendidikan 
(X1) 
Pelatihan 
(X2) 
 
Produktivitas 
Kerja 
Pegawai pada 
BKD 
Kabupaten 
Jepara 
(Y) 
 
 
H1 
H2 
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Dalam penelitian ini terdapat 2 (dua) variabel bebas (independent 
variable) yaitu, Pendidikan (X1), dan Pelatihan (X2) dan satu variabel 
terikat (dependent variable), yaitu Produktivitas Kerja Pegawai pada 
Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Jepara (Y). Definisi operasional 
dari masing-masing variabel adalah sebagai berikut 
 
Tabel 2.2  
Operasionalisasi Variabel Penelitian 
 
Variabel/Sub 
Variabel 
Konsep variabel & Subvariabel Indikator Utama Ukuran 
Pendidikan Pendidikan dimaksudkan untuk 
membina kemampuan atau 
mengembangkan kemampuan 
berfikir para pegawai, 
meningkatkan kemampuan 
mengeluarkan gagasan-gagasan 
para pegawai sehingga mereka 
dapat menunaikan tugas dan 
kewajibannya dengan sebaik-
baiknya. (Wijaya,1995:75)  
 
a) Tingkat Pendidikan (X1.1), 
item indikator variabel 
penelitiannya yaitu: 
 Tingkat pendidikan 
terakhir 
b) Kesesuaian pendidikan 
dengan pelaksanaan 
tugas (X1.2), item 
indikator variabel 
penelitiannya yaitu: 
 Kesesuaian latar 
belakang pendidikan 
dengan pelaksanaan 
tugas. 
 Latar belakang 
pendidikan dapat 
membantu pelaksanaan 
tugas. 
 
Ordinal 
(skala Likert) 
Pelatihan Pelatihan (X2) adalah suatu 
proses yang meliputi serangkaian 
tindakan yang dilaksanakan 
dengan sengaja dalam bentuk 
pemberian bantuan kepada tenaga 
kerja yang diberikan oleh tenaga 
professional kepelatihan dalam 
suatu waktu yang bertujuan untuk 
meningkatkan kemampuan kerja 
peserta dalam bidang pekerjaan 
tertentu guna meningkatkan 
efektifitas dan produktivitas 
dalam suatu organisasi (Hamanik, 
2000:10).  
a) Banyaknya pelatihan 
(X2.1), item indicator 
variable penelitiannya 
yaitu: 
 Jenis pelatihan 
structural 
 Banyaknya pelatihan 
fungsional yang 
diikuti. 
b) Kontribusi hasil pelatihan 
dengan tugas atau 
pekerjaan yang dilakukan 
(X2.2). Item indikator 
variabelnya yaitu: 
  Bantuan hasil 
pelatihan terhadap 
pelaksanaan tugas atau 
Ordinal 
(skala Likert) 
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pekerjaan. 
 Perlunya diadakan 
pelatihan untuk 
menyelesaikan tugas 
atau pekerjaan. 
 
Produktivitas 
Kerja Pegawai 
Produktivitas merupakan 
perbandingan antara hasil yang 
dicapai (output) dengan 
keseluruhan sumber daya yang 
digunakan (input) (Simanjuntak, 
1998). 
1). Kuantitas, yaitu jumlah 
yang harus diselesaikan  
2).  Kualitas, yaitu mutu 
yang dihasilkan 
3). Ketepatan waktu, yaitu 
sesuai tidaknya dengan 
waktu yang telah 
direncanakan 
Ordinal 
(skala Likert) 
 
 
 
 
 
 
 
2.4. Perumusan Hipotesis 
Hipotesis pada dasarnya merupakan suatu proporsi atau anggapan 
yang mungkin benar, dan sering digunakan sebagai dasar pembuatan 
keputusan/pemecahan persoalan ataupun untuk dasar penelitian lebih 
lanjut. Anggapan/asumsi dari suatu hipotesis juga merupakan data, akan 
tetapi karena kemungkinan bisa salah, maka apabila akan digunakan 
sebagai dasar pembuatan keputusan harus diuji terlebih dahulu dengan 
menggunakan data hasil observasi. (Supranto, 2001, p.124). 
Sejalan dengan latar belakang, perumusan masalah dan tujuan 
penelitian, maka dapat diambil suatu hipotesis sebagai berikut: 
1. Terdapat pengaruh yang positif dari variabel Pendidikan terhadap 
Produktivitas Kerja Pegawai pada Kantor Badan Kepegawaian Daerah 
Kabupaten Jepara 
2. Terdapat pengaruh yang positif dari variabel Pelatihan terhadap 
Produktivitas Kerja Pegawai pada Kantor Badan Kepegawaian Daerah 
Kabupaten Jepara 
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3. Terdapat pengaruh yang positif dari variabel Pendidikan dan Pelatihan 
terhadap Produktivitas Kerja Pegawai pada Kantor Badan 
Kepegawaian Daerah Kabupaten Jepara 
 
